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ABSTRAK

Legislasi  positif  dipengaruhi oleh masyarakat karena pemerintah
mengeluarkan banyak item hukum untuk memerangi wabah penyakit menular.
Hukum justru dapat menghancurkan ketertiban. Penegakan hukum di setiap negara
membutuhkan kekuatan hukum dan politik.

Kajian ini mengkaji bagaimana tindak pidana dapat digunakan untuk
menghentikan penularan virus COVID-19 di Banjarmasin dan keadaan apa saja yang
mempengaruhi legalitasnya.

Penelitian empiris ini menggunakan data sekunder yang dilanjutkan dengan
penelitian lapangan atau komunitas.

Menurut penelitian ini, kebijakan peradilan pidana bertujuan untuk
memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat melalui produk hukum
yang diamanatkan pemerintah, yang digunakan untuk melaksanakan inisiatif
terobosan. untuk mencegah COVID-19 dan mengatur kehidupan berbangsa selama
pandemi. Banyak implementasi yang tidak terduga mengikuti kebijakan kriminal
pemerintah. Sila ke-5 Pancasila untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
juga telah gagal.
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